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Nomor : GY /DK-FH/1/2025

Lampiran -

Perihal : Permohonaan Wawancara / Data
Kepada Yth :

Kapolres Metro Depok

JI. Margonda No.14, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Rakha Bramastio Pamungkas

Nomor Pokok : 213300516015

Program Studi : [lmu Hukum

No. Telepon : 089638170386

Email : rakharakha271@gmail.com

Alamat : JIn. Nusantara Raya Gg.Masjid Rt04/Rw 13 No 20 Kelurahan Beji

Kecamatan Beji Kota Depok

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional 'terdaftar pada semester Ganjil
Tahun Akademik 2024/2025, dan berdasarkan peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional
untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tugas Adapun
judul :

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL RAKITAN
JENIS REVOLVER OLEH WARGA SIPIL DI POLRES METRO DEPOK

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan
bahan Wawancara /Data diperlukan mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi

Demikian surat permohonan ini dibuat, Atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Tembusan Disampaikan Yth:
1. Dekan (sebagai laporan):

2. Arsip
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK IPTU AGUS MULYONO

KANIT IV WASENDAK SAT INTELKAM POLRES METRO DEPOK

Nama Narasumber : Bapak Iptu Agus Mulyono Kanit IV Wasendak

Sat Intelkam Polres Metro Depok.

Tanggal Wawancara : 29 Januari 2025, pukul 10.27 WIB.
Tempat : Polres Metro Depok.
Pertanyaan :

1. Berkenaan dengan prosedur permohonan kepemilikan senjata api oleh
warga sipil apa saja wewenang dari Satintelkam Wasendak Polres Metro
Depok?

Jawaban : “Untuk prosedurnya terkait dengan permohonan kepemilikan
senjata api bagi warga sipil yang pertama tentunya harus mempunyai
dokumentasi dan persyaratan. Kemudian yang kedua si pemohon harus
bisa mengajukan permohonan ke Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya.
Yang ketiga si pemohon harus bisa melakukan tes pemeriksaan psikotes
dalam hal ini terkait kesehatannya. Yang berikutnya melakukan
wawancara. Dan yang berikutnya harus menerima rekomendasi Kepala
Kepolisian Daerah. Kemudian mengajukan surat permohonan izin kepada

Kapolri dan lanjut menerima izin dari Badan Intelijen Keamanan Polri.
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Kemudian persyarat-persyaratan yang perlu di penuhi, diantaranya
adalah harus warga negara Indonesia dan minimal usia 24 tahun, sehat
jasmani dan rohani tentunya, tidak pernah terlibat tindak pidana kasus
apapun itu dan harus juga memiliki SKCK, harus memiliki keterampilan
menembak tentunya, memahami hukum dan peraturan senjata api
kemudian  membuat surat  pernyataan  kesanggupan  tidak
menyalahgunakan senjata api tentunya. Kemudian izin kepemilikan senjata
api yang tidak berlaku seumur hidup dan harus diperpanjang setiap
tahunnya. Untuk kewenangan mengeluarkan surat izin kepemilikan senjata
api hanya di tingkat Polda dan Mabes Polri sehingga Unit Wasendak
Satintelkam Polres Metro Depok hanya menginventarisir dan melakukan
pengawasan terhadap pemilik senjata api yang sudah terbit surat izinnya
serta dilakukan pula pengawasan terhadap para pemilik senjata api

ilegal ”

. Apa yang menjadi dasar hukum adanya wewenang tersebut?

Jawaban : “Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12
Tahun 1951 yang bersifat pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang disebutkan “Barang
siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima,
mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

dalam  miliknya, = menyimpan,  mengangkut, = menyembunyikan,
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mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau
hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-
tingginya dua puluh tahun”. Atau juga di Pasal 500 KUHP, ada juga Pasal
14 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan juga diatur
dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK
Kapolri) No.Skep/244/11/1999 dan SK Kalpolri Nomor 82 Tahun 2004
tentang Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non
Organik serta tentunya peraturan terbaru yaitu Perpol Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan /Pengendalian Senjata Api
Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik
Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan

Peralatan Keamanan Yang Digolonglan Senjata Api.”

Bagaimana pelaksanaan wewenang dari Satintelkam Wasendak Polres
Metro Depok jika ada pihak warga sipil'yang memohon untuk memiliki
senjata api?

Jawaban : “Wewenang saya kebetulan Tupoksi saya sebagai Kanit
Wasendak yang pertama, kami melaksanakan kegiatan deteksi dalam
penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan juga bertugas untuk
melakukan Pulbaket dan dokumentasi (filling and recording) dalam bidang
Wasendak meliputi yang pertama segala bentuk kriminalitas dan

penyalahgunaan senjata api Non Organik TNI/Polri dan bahan peledak,
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yang kedua tugas kami juga melakukan pendataan dan pengawasan serta
pengamanan senjata api Non Organik TNI/Polri, yang ketiga melakukan
pendataan dan pengawasan serta pengamanan bahan peledak komersial,
yang keempat melakukan pendataan dan pengawasan serta pengamanan
kembang api dan petasan, yang kelima menyusun perkiraan Intelijen
keamanan di bidang penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak serta
menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat
perhatian pimpinan. Serta terhadap pemohon kepemilikan senjata api
maka diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Polda dan Mabes Polri

guna proses lebih lanjut. ”

. Setelah terbitnya permohonan kepemilikan senjata api, wewenang apa yang
dimiliki oleh Satintelkam VWasendak Polres Mtero Depok terhadap warga
sipil pemilik senjata api tersebut?

Jawaban : “J7ewenang saya dalam melakukan iventarisir, pengecekan,
kelengkapan, surat kepemilikan, penyimpanan senjata api serta hal-hal

terkait lainnya. ”

. Apa yang dimaksud dengan senjata api ilegal?
Jawaban : “Senjata api ilegal itu adalah senjata api yang merupakan
senjata yang beredar secara tidak sah di kalangan sipil, tidak diberi izin

kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya.”
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6. Jika terjadi penyalahgunaan senjata api atau penggunaan senjata api ilegal
oleh warga sipil, wewenang apa yang dimiliki Satintelkam Polres Metro
Depok dan bagaimana pelaksanaan wewenang tersebut?

Jawaban : “Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran atau tindak
pidana yang terjadi kemudian melaporkan dan membuat produk tentunya
produk intelijen untuk disampaikan kepada pimpinan guna tindak lanjut
penanganan dugaan tindak pidana tersebut. Untuk kewenangan
penyidikan atas dugaan tindak pidana yang terjadi itu dilaksanakan oleh

SatReskrim.”

7. Bagaimana fungsi Satintelkam Wasendak Polres Metro Depok dalam
menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil dan
bagaimana pelaksanaannya?

Jawaban : “Yang pertama kita harus melakukan pengecekan terhadap
legalitas kepemilikan senjata api, yang kedua menginventarisir
penyalahgunaan senjata apt yang terjadi, yang ketiga kita harus
melakukan Operasi Sendak Jaya yang itu tentunya kita laksanakan setiap
tahun sekali, yang keempat kita harus bisa melakukan koordinasi dan

pengawasan dengan pihak terkait lainnya.. ”
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8. Bagaimana Kendala dan Usaha-Usaha Mengatasi Kendala penanggulangan
kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil di Wilayah Hukum Polres
Metro Depok?

Jawaban : “Tentunya terdapat perbedaan data pemilik senjata api pindah
tangan atau hibah yang dilakukan oleh pemilik awal kepada pemilik baru
mengingat proses penerbitan izin dilaksanakan di tingkat Polda dan Mabes
Polri, sehingga terkadang tembusan atas pindah tangan senpi tidak
disampaikan ke Polres Metro Depok. Kemudian kita harus melakukan
upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan
senjata api yang tanpa izin dengan usaha preventif tentunya kita akan
melakukan penyuluhan hukum baik itu dilakukan dengan cara terjun
langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi,
radio, dll dengan penyuluhartersebut diharapkan agar masyarakat dapat
mengetahui. hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam
masyarakat. Kemudian untuk usaha represif yaitu tentunya kita harus
melakukan razia mendadak ataupun secara rutin terhadap masyarakat
baik melalui rumah ke rumah maupun razia yang dilakukan dijalan
sehingga diharapkan pelaku tindak pidana ini dapat terjaring, razia juga
dilakukan dengan sasaran selektif khususnya senjata api serta melakukan

kegiatan patrol dan operasi intelijen. ”



141

Dokumentasi dengan Narasumber di Polres Metro Depok

Bapak Iptu Agus Mulyono Kanit IV Wasendak Sat Intelkam




